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A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang sangat memerlukan sumber daya
manusia yang handal dalam melaksanakan Pembangunan  Nasional. Untuk
melaksanakan Pembangunan tidak hanya mementingkan Pembangunah secara fisik
materiel semata, namun lebih penting adalah pcrrl_bangunan aspek mental spritual. Hal
ini sangat membutuhkan partisipasi seluruh kompb_nen bangsa. Pembangunan ini baru
akan tercapai apabila didukung oleh sumber daya alam serta di imbangi oleh sumber
daya rétanusia yang handal. Sumber Dayva manusia yang handal ini sangat erat
hubunganya dengan generasi muda yang produktif dan berkualitas.

Generasi muda oleh. Zakiah Darajat dibatasi sampai anak berumur 25 tahun.
Menurut beliau generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 Tahun, masa
remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 Tahun. Masa kanak-
kanak dubagi menjadi tiga tahap yaitu masa bayi umur 0-2 tahun, masa kanak-kanak
pertama umur 2-5 tahun, dan masa kanak-kanak terakhir umur 5-12 tahun.'

Generasi muda yang tumbuh dan berkembang pada tiga dimensi sosial yaitu

lingkungan keluarga, lingkungan sckolah, dan lingkungan masyarakat, yang

! Zakiah Daradjat, I“akor-faktor Yang Merupakan nasalah dalam Proses Pembinaan Genersi
Muda, Kertas Kerja Pada Simposiun Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari
Segi Pembinaan Generasi Muda, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman RI, Tanggal 24- 26 Januari, 1980, Jakarta,




merupakan pendidik dan pembina generasi muda tersebut. Dimensi ini sangat
berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya generasi muda, sebab
kesinambungan ketiga dimensi ini akan mewarnai penampilan, sikap, dan prilaku
mereka dalam masyarakat.

Akibat kurangnya perhatian dan pembinaan oleh tiga dimensi tersebut
menyebabkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Pelanggaran yang
dilakukan tidak hanya pada norma kesopanan dan norma kesusilaan saja yang

berkembang dalam masy_ara‘k,at, tetapi terhadap norma hukum positif yang merupakan
peraturan-peraturan yﬁng telah dibuat oleh aparat pemerintah.

Segenap komponen masyarakat dituntut untuk terus menerus mewaspadai
bahaya narkotika karena penyalahgunaan zat berbahaya ini terus mengintai semua
lapisan usia karena itu peran semua pihak untuk mengantisipasi kasus-kasus
penyalahgunaan narkotika sangat diperlukan.?

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang merupakan
kenakalan remaja semakin meningkat dan sudah hampir merata baik di kota-kota
besar manapun di daerah pedesaan. Hal ini sudah menjadi masalah yang memerlukan
pemikiran dari berbagai pihak seperti; orang tua, para pendidikan, tokoh masyarakat,
serta aparat hukum.

Kenakalan remaja tidak lepas dari masuknya unsur-unsur kebudayaan asing

yang bersifat negatif yang merupakan dampak dari teknologi dan komunikasi yang

2 www. BadanNarkotikaPropinsiP

alembang.com, Penyalah zat adiktif, diak
sl yalahgunaan zat adiktif, diakses pada



mengalami kemajuan pesat. Melalui jalan tersebut terjadi pertemuan dari berbagai
unsur kebudayaan sendiri dengan kebudayaan asing. Dari kebudayaan asing, anak
mulai mengenal tata cara kehidupan masyarakat lain seperti; cara berpakaian,
bergaul, gaya hidup, minuman-minuman keras sampai kepada kasus penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya (narkoba).

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental
maupun sosial sering berprilaku dan bertindak asosial bahkan anti sosial yang
~-merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu salah satu pertimbangan
(Konsideran) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (yang
selanjutnya ditulis dengan Undang-undang Pengadilan Anak) menyatakan bahwa
anak nakal adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu Sumbgr daya manusia
yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, i/ang memiliki
peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan
dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perker.nbangan fisik,
mental,dan sosial secara utuh,serasi selaras, dan seimbang,

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu
perbuatan anak nakal yang bertentangan dengan peraturan perundang—ﬁndangan. Saat
ini penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak terjadi peningkatan,:' baik dari segi
kualitas maupun kuantitas yang bisa merugikan para anak-anak itu seﬁdiri, keluarga,
masyarakat, serta negara. Penyalahgunaan narkotika pada umumnya banyak terjadi

dikalangan anak-anak dari remaja yang merupakan usia produktif.



Sebagian besar penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika berumur 13-25
Tahun sebanyak 97%. Penyalahgunaan dan ketergantungan dilihat dari jenis kelamin,
paling banyak dilakukan oleh laki-laki yaitu 90% sedangkan usia yang termuda yang
melakukan penyalahgunaan narkotika adalah 9 Tahun.?

Berdasarkan data dari BNN tahun 2007 diketahui 3,2 juta orang Indonesia
adalah pengguna narkotika. Setiap tahun jumlah pengguna narkotika bertambah 1 juta
orang. * )

Narkoba sangat rentan menyerang anak-anak remaja, karena itulah, menurut
Pelaksaanaan Harian BNN (Badan Narkotika nasional) kota Palembang, Zailani UD,
pihaknya lebih menitik beratkan sosialisasi kepada anak-anak yang masih dud.uk-di
bangku SMA.®

Untuk melakukan pemberantasén secara tuntas penyalahgunaan narkotika
yang merupakan suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan sangat sulit
dilakukan. Sebagaimana dikemukakan o'leh Bambang Waluyo bahwa suatu kejahatan
sangat sulit untuk diberantas secara tuntas, tetapi kejahatan hanya dapat dicegah dan
dikurangi,®

Berdasarkan data BNN rata-rata kasus kejahatan yang bersinggungan dengan

narkoba naik sebesar 28,9 % pertahunya. Dari perbandingan antara tahun 2000-2004,

* www. Badan Narkotika Propinsi Palembang, diakses pada tanggal 1 maret 2008

':www Badan Narkotika Propinsi Palembang, diakses pada tanggal 1 maret 2008
> Hanan Sumatera Fkspres. Narkoba Rentan Serang Remaja, Sabtu, S April 2008
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta. 2004. hal 1



kasus yang semula hanya 3.478 kasus pada tahun 2000 meningkat menjadi 8.401
kasus pada tahun 20047 -

Untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari
sistem hukum positif yang berlaku disuatu negara. Sistem hukum Indonesia
mengalami perkembangan yang sangat pesat,- hal ini terlihat dalam semakin
efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997
tentang Narkotika (yang selanjutnya ditulis dengan Undang-undang Narkotika)
terdapat beberapa beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana
kurungan, maupun sanksi pidana denda yang pengenaannya secara kumulanf

Tersangka pelaku kejahatan narkoba, dari tahun 2000 ke tahun 2004 juga
m;ngalamt kenaikan sebesar 28,6% pertahunya. Pada tahun 2000 pelaku kejahatan
ini 4.955 orang menjadi'll.315 orang pada tahun 2004. Jumlah barang yang disita
dari tahun 2000 hingga 2004 pun sangat banyak, bisa dikatakan 4 dari 100 pelajar
ade;lah pengguna.®

Dalam melakukan pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan norkotika
yang dilakukan oleh anak, tidak lepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat
peﬁegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Pasal 1 ayat 8

KUHAP menyatakan hakim adalah pejabat peradilan yang di beri wewenang olch

Undang-undang untuk mengadili.

7
r;a;an Sumatera Ekspres, Narkoba Rentan Serang Remaja, Sabtu, 5 April 2008
% ibi



Menurut Pasal 1 ayat 9 KUHAP yang dimaksud dengan mengadili adalah
serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara
pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana, yaitu
memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini
tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim dinamakan terdakwa.
Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang
pengadilan. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP ini menerangkan bahwa dalam menetapkan
tentang adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap tersangka/
terdakwa yakni: akan melarikan din, merusak atau menghilangkan barang bukti,
mengulangi tindak pidana.’

Untuk mengambil suatu putusan (Vonis), hakim harus mempunyai
pertimbangan. Putusan hakim terhadap anak mempunyai pertimbangan yang berbeda
dengan pertimbangan putusan terhadap pelaku dewasa.

Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan dapat
ditinjau:

1. Mel.lurut KUHAP Pasal 193 ayat (1) menyatakan Pemidanaan atau
penjatuhan pidana dan atau tata tertib, yaitu pemidanaan terhadap terdakwa

apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah di lakukan, dan

perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan kevaki
cukup dibuktikan. m dan keyakinan

9
Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan anak, Djambatan, Jakarta, 2005, Hal 23



2. Menurut KUHAP Pasal 191 ayat (1) menyatakan Putusan bebas, yaitu
tedakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa
menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti. .

3. Menurut KUHAP Pasal 191 ayat (2) Putusan lepas dan segal_a tuntutan
hukum, yaitu jika kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup
terbukti, tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak
pidana.

Hasil dari putusan hakim dapat menimbulkan dampak yang luas pada
masyarakat. Perbedaan dari hasil putusan hakim dalam penerapan sanksi pidana yang
tidak sama terdapat tindak pidana yang sama yang merupakan disparitas pidana
sering menjadi suatu masalah dalam penegakan hukum. Disparasi.tas,Pidana menurut

Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap
tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana vang bersifat berbahaya dapat di
perbandingkan tanpa dasar yang jelas."’

Disparitas Pidana tesebut menyebabkan kurang percavanya masyarakat

kepada aparat penegak hukum.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:

[. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus

penyalahgunaan narkotika terhadap anak?

10 . .
I KUHP dan KUHAP, yang disusun oleh Redaksi Asa mandiri, Jakarta, 2007, hal 261-262

Muladi i T T : :
1992, hal 52 uladi dan Barda nawawi, Teori-Teori Dan Kebikjakan Pidana, Alumni Bandung



Apa faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas dalam penjatuhan putusan

pidana pada penyalahgunaan narkotika oleh anak?

Tujuan penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak
pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana

dalam penjatuhan putusan pidana pada penyalahgunaan narkotika terhadap anak.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas

kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

1.

Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada
umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya yang berkaitan
dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika

pada anak di Indonesia.



N

Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan bagi kalangan praktisi ataupun masyarakat luas tentang faktor
yang menyebabkan timbulnya disparitas dalam penjatuhan putusan pidana pada

penyalahgunaan narkotika oleh anak

Metode Penelitian
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian
Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai
bahan yang akan dianalisis dalam penelitian berupa kaidah — kaidah hukum, asas
hukum, teori-teor1 hukum, serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan

yang terdapat didalam hukum positif.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-

buku yang dari sudut kekuatanya mengikat yang digolongkan ke dalam:
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang
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Narkotika dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak.

b. Bahan hukum sekunder, penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum, Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Palembang No.786/Pid B/2008/PN  PLG dan
No.786/Pen.Pid B/2008/PN PLG Tentang Perkara Tindak Pidana Anak
Penyalahgunaan Narkotika

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupaun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

kamus ilmiah populer dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data
Studi Kepustakaan
Adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian in adalah berupa
peraturan-peraturan, buku-buku literarur dan bahan kepustakaan lainya yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapat gambaran dan

penelitian secara teoritis dan sistematis.

4. Analisis Bahan Hukum
Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian baik yang diperoleh dari
lapangan maupun penelitian kepustakaan disajikan dan dianalisa secara deskriptif

kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian serta menggambarkan hubungan



11

hasil penelitian yaitu diperoleh tersebut dan menjelaskan suatu persoalan sechingga

sampai pada suatu kesimpulan.



DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Adanami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,Cetakan ke Satu,Raja Grafindo,
Jakarta, Tahun 2007

Bambang waluyo, Pidana dan Pemidanaan,Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
Tahun 2004

Emilia Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Cetakan ke Satu Utamo, Bandung,
Tabun 2005

Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan anak, Cetakan ketiga, Djambatan, Jakarta,
2005

Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika,
Tahun 2006

Lilik Mulyadi, Pengadilan di Indonesia Teori, Praktik, dan Permasalahanya, Cetakan
Kesatu,Mandar Maju, Denpasar, Tahun 2005

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana
Nasiona, Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta.2008

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Muladi dan Barda nawawi, Teori-Teori Dan Kebikjakan Pidana, Cetakan Kedua,
Semarang,1984 |

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Pers, Jakarta Tahun 1986

Sudarsono, Kenakalan Remaja,Cetekan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta Tahun 1990

Hukum Pidana I, Universitas Diponogoro, semarang, 1990

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, alumni, Bandung , 1986



Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Cetakan kesatu, Bandung, Tahun 2006
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, cetakan Kesatu, Jakarta Tahun 2003

, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Cetakan Ketiga, Refika

Aditama, Bandung 2003

PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

LITERATUR LAIN
Harian Sumatera Ekspres, Edisi Sabtu, 5 April 2008, hal 20

www. Badan narkotika propinsi palembang, diakses pada tanggal 1 maret 2008



